
BUPATI MUSI BANYUASIN 

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI BANYUASIN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

Perdesaan;

Menimbang

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Mengingat : 1.

2.

3.
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Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
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Nomor 19);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin.

5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah 

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- 

besamya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
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bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 

dan perairan wilayah Daerah.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan.
11. Nilai dual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau 

NJOP pengganti.
12. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya 

disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai 
konversi biaya pembangunan baru setiap jenis 

bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik 

berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, 
penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan 

yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
13. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya

Pengganti
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek 

Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek

adalahNJOP suatudisebut
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Pajak tersebut.
14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang 

selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP 

atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena 

pajak.
15. Pemutakhiran Basis Data adalah pekeijaan yang 

dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan 

di dalam basis data dengan data yang sebenamya di 

lapangan.
16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP 

adalah nomor identifikasi objek Pajak termasuk objek 

yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai 

karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan 

blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan 

desa/kelurahan.
17. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT 

adalah suatu zona geografis yang terdiri atas 

sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai 
indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas 

penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu 

wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak 

terikat kepada batas blok.
18. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta 

ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona 

geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak 

yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang 

dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek 

Pajak dalam satu wilayah administrasi 

desa/kelurahan.
19. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 

disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk 

memudahkan perhitungan nilai Bangunan 

berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya 

komponen utama dan/atau biaya komponen material 
Bangunan dan biaya komponen fasilitas Bangunan.

20. Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan
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yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi 
fisik Bangunan.

21. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan 

menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi 
dan Bangunan.

22. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak 

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan.
23. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak 

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan.
24. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

danPerkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan.
25. Tahun Pajak ada Tahun Pajak adalah jangka waktu 

yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
26. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus 

dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam 

Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah.
27. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang 

diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas
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pemungutan Pajak dan dikenal sebagai pejabat Pajak 

Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, 
penentuan besamya Pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta 

pengawasan penyetorannya.
29. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta 

yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.
30. Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas

pelayanan perbankan secara elektronik seperti 

anjungan tunai mandiri.
31. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

menyiapkan,mengumpulkan, 
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau

menyimpan,

menyebarkan informasi.
32. Approval Code 

pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara 

elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta 

diproses secara otomatis melalui data elektronik.
33. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau 

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang 

selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melaporkan data subjek dan Objek Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah.
34. SPOP dan/atau LSPOP Elektronik adalah SPOP 

dan/atau LSPOP dalam bentuk dokumen elektronik.
35. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan 

yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung 

untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung 

sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
36. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya 

disingkat IPB adalah perizinan yang diberikan kepada

bentuk pengesahanadalah
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perorangan atau Badan hukum setelah Bangunan 

selesai dilaksanakan sesuai persetujuan bangunan 

gedung dan telah memenuhi persyaratan fungsi 
perlengkapan bangunan.

37. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang 

selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 

digunakan untuk memberitahukan besamya PBB-P2 

yang terutang kepada Wajib Pajak.
38. Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima 

Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang 

menentukan besamya jumlah pokok Pajak yang 

Terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah 

pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok Pajak, besamya 

sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih 

hams dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang 

menentukan jumlah pokok Pajak sama besamya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
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selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih 

besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya 

tidak terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 

tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat 

keputusan yang membetulkan kesalahan tubs, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam 

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah yang 

terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan 

pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 

diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 

pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang 

selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

perundang-undanganketentuan 

perpajakan daerah.
49. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

peraturan
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Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 

oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya.

50. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
51. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi 

peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang 

yang lain dengan bermeterai cukup.
52. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri 

sipil/ASN/P3K/Honorer di lingkungan BPPRD atau 

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi 
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan Pemeriksaan di Bidang Perpajakan 

Daerah.
53. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan 

dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain 

identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data 

perizinan, data pembayaran PBB-P2.
54. Pemeriksaan Kan tor adalah pemeriksaan yang 

dilakukan di BPPRD.
55. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang 

dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek 

Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib 

Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh BPPRD.
56. Laporan Basil Pemeriksaan yang selanjutnya 

disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang 

pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun 

oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai 

dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
57. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya
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disebut SP2 adalah surat perintah untuk 

melaksanakan Pemeriksaan.
58. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda 

atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
perundang-udanganketentuan 

perpajakan.
59. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
60. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau 

memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 

oleh negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 

berwenang memberikann3'a atau dalam peijanjian 

dengan pemilik tanahnya, yang bukan peijanjian 

sewa-menyewa atau peijanjian pengolahan tanah, 
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa 

dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
61. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari 

hubungan hukum antara pemegang hak dengan 

tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang 

di bawah tanah untuk menguasru, memiliki, 
menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara 

tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah 

tanah.
62. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara 

orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum 

dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten tang 

Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria.
63. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara 

yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
64. Jalur Kereta Api adalah prasarana kereta api yang

peraturan
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diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang 

meliputi daerah manfaat, jalan kereta api, daerah 

milik jalan kereta api, daerah pengawasan jalan 

kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang 

bebas di atasnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Pemungutan PBB-P2 proses yang hams mencakup 

seluruh dilakukan dalam menatausahakan, 
menerima, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.

(2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian, 

penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak;
b. prosedur penerbitan, penyampaian SPPT;
c. prosedur pembayaran dan pengangsuran;
d. prosedur pelaporan;
e. prosedur penagihan;
f. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administratif;
g. prosedur keberatan dan banding;
h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;
i. prosedur penentuan kembali dan penundaan 

tanggal/ saat jatuh tempo;
j. prosedur pemeriksaan; dan
k. informasi.

Pasal 3
(1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, BPPRD sekurang-kurangnya 

melaksanakan fungsi:
a. pendataan dan pendaftaran;
b. penilaian;
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c. pelayanan;
d. penetapan;
e. pengolahan data dan informasi;
f. penerimaan dan pelaporan;
g. penagihan; dan
h. pemeriksaan.

(2) Fungsi pendataan dan pendaftaran sebagaimana 

dimaskud pada ayat (1) huruf a, BPPRD melakukan 

pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek 

Pajak.
(3) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, BPPRD melakukan penilaian Objek Pajak 

dan Subjek Pajak.
(4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) BPPRD melakukan interaksi dengan Wajib Pajak 

dalam tahapan-tahapan Pemungutan PBB-P2.
(5) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, BPPRD melakukan penetapan Objek 

Pajak dan Subjek Pajak.
(6) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, BPPRD mengelola 

basis data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak
(7) Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, BPPRD menyiapkan 

laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 

berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain
yang ditunjuk.

(8) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf g, BPPRD melaksanakan penagihan 

terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas 

waktu jatuh tempo.
(9) Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf h, BPPRD melakukan Pemeriksaan 

dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam
ketentuanmelaksanakanrangka peraturan
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perpajakan daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, 

Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak 

Paragraf 1

Prosed ur Pendaftaran 

Pasal 4
(1) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara 

Subjek Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP 

yang disediakan dan dapat diperoleh di BPPRD atau 

tempat lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.
(2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani disampaikan ke Bidang 

Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah BPPRD 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh 

Subjek Pajak atau kuasanya.
(3) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani 

oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus 

dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran 

Objek Pajak/Subjek Pajak terdiri atas :
a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga 

atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau 

Bangunan yaitu :
1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi 

dan/atau Bangunan;
2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi 

dan/atau Bangunan; atau
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3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi 
dan/atau Bangunan

d. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, 
maka hams melampirkan surat izin dari pemilik 

Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud 

pada huruf c angka 1;
e. surat keterangan kepala desa/lurah; dan
f. fotokopi SPPT tetangga yang berbatasan langsung.

(5) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi 

dikarenakan terjadinya peralihan Hak Atas Tanah 

dan/atau Bangunan, meliputi:
a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak 

karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi 

beberapa orang dan beberapa bidang; dan
c. penggabungan Objek Pajak.

(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP 

dan/atau LSOP, sebagaimana dimaksud pada ay at 

(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
(1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) wajib diteliti oleh BPPRD.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP 

dan/ atau LSPOP;dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau 

LSPOP.
(3) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, 

BPPRD berhak melakukan Pemeriksaan Lapangan 

untuk mengecek kebenaran data secara riil.
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Pasal 6

(1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan 

dengan mengajukan permohonan kepada BPPRD.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia 

dengan mengisi formulir surat permohonan yang 

disediakan BPPRD dan dilampiri dengan :
a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
b. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau 

kuasanya apabila dikuasakan;
c. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan 

diajukan oleh kuasanya;
d. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan 

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 

pemohon;
e. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, 

kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang 

dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak 

yang Terutang sebelum tahun beijalan;
g. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau 

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (4) huruf b;dan
h. surat keterangan kepala desa/lurah;

(3) Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat 

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c.
(4) Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan perubahan atas data yang 

tidak mengakibatkan perubahan Wajib Pajak, 

berupa:
a. pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib 

Pajak; dan
b. pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib 

Pajak.
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Pasal 7
(1) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara online melalui 
petugas desa/kelurahan yang telah ditunjuk dengan 

cara sebagai berikut:
a. petugas desa/kelurahan membuka website 

Bpprd.Mubakab.go.id;
b. memilih menu administrator;
c. memilih menu e-SPOP;
d. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
e. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan 

jelas, benar dan lengkap selanjutnya 

diproses/simpan melalui aplikasi yang tersedia; 
dan

f. mencetak tanda bukti pendaftaran secara online.
(2) BPPRD melakukan verifikasi, pengolahan dan 

penetapan data PBB-P2 dari data dukung yang telah 

diupload secara online.
(3) Data objek dan Subjek Pajak yang sudah ditetapkan 

selanjutnya dilakukan pencetakan SPPT PBB-P2.
(4) Berdasarkan tanda bukti pendaftaran secara online 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
digunakan oleh petugas desa/kelurahan untuk 

mengambil SPPT PBB-P2 yang tercetak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2 

Pendataan 

Pasal 8
(1) Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh BPPRD 

dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP 

dan/atau LSPOP.
(2) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:

a. pasif, 3^aitu Pendataan }'ang dilakukan oleh 

Subjek Pajak dengan 

menandatangani, dan menyerahkan SPOP
mengisi,cara
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dan/atau LSPOP kepada BPPRD; 
b. aktif, yaitu Pendataan oleh BPPRD dengan 

menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP 

melalui identifikasi Objek Pajak, verifikasi data 

Objek Pajak, dan pengukuran bidang Objek Pajak 

dengan mencocokkan data yang ada di BPPRD 

dengan kondisi sebenamya objek dan Subjek 

Pajak di lapangan;
(3) Dalam rangka Pendataan, Subjek Pajak wajib 

mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP 

dan/atau LSPOP
(4) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap 

serta ditandatangani dan disampaikan kepada 

BPPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP 

oleh Subjek Pajak.
(5) Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada 

Objek Pajak yang belum terdata dalam administrasi 

pembukuan PBB-P2.
(6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada Objek 

Pajak yang sudah terdata dalam administrasi 

pembukuan PBB-P2.
(7) Berdasarkan basil Pendataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian 

antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus 

dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan 

pelaksanaan pemeriksaan. 
formulir pendaftaran

objek/Subjek Pajak tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

(8) Bentuk permohonan

Pasal 9
(1) Berdasarkan basil Pendataan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
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(2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai 
berikut:
a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa kartu 

tanda penduduk atau dokumen lain yang sah;
b. melampirkan fotokopi bukti kepemilikan, 

penguasaan atau pemanfaatan;
c. surat keterangan dari kepala desa/kelurahan; dan
d. mengisi formulir SPOP dan/LSPOP disertai tanda 

tangan Wajib Pajak atau kuasanya
(3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak

menghilangkan NOP lama.
(4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, 

masing-masing penerima pecahan mendapat NOP 

baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP 

induk.
(5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil 

dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya 

dihapus.
(6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan 

kode provinsi;
b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan 

kode kabupaten;
c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 

(ketujuh) merupakan kode kecamatan;
d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 

(kesepuluh) merupakan kode desa/kelurahan;
e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 

(ketiga belas) merupakan kode nomor urut blok;
f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit 

ke- 17 (ketujuh belas) merupakan kode urut 

Objek Pajak; dan
g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode 

tanda khusus.
(7) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian NOP
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
(1) Dalam melakukan kegiatan pendataan pemeliharaan 

basis data PBB-P2, BPPRD dapat bekeija sama 

dengan instansi yang terkait.
(2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam 

rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan 

oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai 

ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3 

Penilaian 

Pasal 11
(1) Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh BPPRD dengan 

menggunakan pendekatan penilaian yang telah 

ditentukan.
(2) Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan 

NJOP.
(3) Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung 

berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang 

terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP 

Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak 

umum yang benilai tinggi atau Objek Pajak 

khusus.
(4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, 

meliputi:
a. pendekatan data pasar;
b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
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(5) Penilaian dengan pendekatan data pasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak 

yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang 

sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan 

melakukan beberapa penyesuaian.
(6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk 

penilaian Bangunan dengan cara memperhitungkan 

biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru 

dikurangi dengan penyusutan.

(7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek 

yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung 

atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa 

dalam 1 (satu) tahun terhadap Objek Pajak dikurangi 
dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak 

pengusaha.

Paragraf 4
Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak 

Pasal 12
(1) Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas 

kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan 

Bumi dan/atau Bangunan.
(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) 

kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan 

emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 

dengan kompleks Bangunan tersebut;
b. jalan tol;
c. kolam renang;
d. pagar mewah;
e. tempat olahraga;
f. taman mewah;
g. menara dan sejenisnya;
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h. bendungan;

i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 
pipa minyak; dan

j. galangan kapal, dermaga;

(3) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman
mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai

berikut:
a. pagar mewah dengan harga pembuatan

Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 

per meter persegi ke atas;
b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
c. taman mewah dengan harga pembuatan

Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 

per meter persegi ke atas dan/atau dikomersilkan.

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah
Objek Pajak yang:
a. digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi 

dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani 

kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, 
yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan;
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan 

purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, 

hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dilaksanakan oleh desa, dan 

tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan 

konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 
dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 

intemasional sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
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Pasal 13
(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk 

objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun 

sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(4) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Bupati.

(5) NJOPTKP sebesar Rpl5.000.000,00 (lima belas juta 

rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai 
lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah 

kabupaten/kota, NJOPTKP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek 

PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 

sebagai berikut:
a. untuk tarif 0,5% (nol koma lima per sen adalah 

sebagai berikut:
1. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak 

kena pajak sebesar Rpl,00 (satu rupiah) 

sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) ditetapkan sebesar 20% (dua 

puluh persen);
2. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak 

kena pajak sebesar Rpl.000.000.001,00 (satu 

miliar satu rupiah) sampai dengan 

Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus 

lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 

25% (dua puluh lima persen);
3. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak 

kena pajak sebesar Rpl.250.000.001,00 (satu 

miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) 

sampai dengan Rpl.500.000.000,00 (satu
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miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan 

sebesar 30% (tiga puluh persen);
4. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak 

kena pajak sebesar Rp 1.500.000.001,00 (satu 

miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai 
dengan Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan 

sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
5. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak 

kena pajak sebesar Rp 1.750.000.001,00 (satu 

miliar tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) 

sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah) ditetapkan sebesar 40% (empat 

puluh persen);
6. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak 

kena pajak di atas Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah) ditetapkan sebesar 60% (enam 

puluh persen).
b. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 

berupa lahan produksi pangan untuk tarif 0,3% 

(nol koma tiga persen) ditetapkan 25% (dua puluh 

lima persen).
c. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 

berupa lahan produksi temak untuk tarif 0,1% 

(nol koma satu persen) ditetapkan 70% (tujuh 

puluh persen).
(8) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar dimaksud pada ayat 

(1) dimaksud pada ayat (5) pengenaan sebagaimana 

dengan tarif sebagaimana Pajak setelah dikurangi 
NJOPTKP, dengan rumus sebagai berikut :
Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP - NJOPTKP) x Tarif

(9) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan 

dalam SPPT.
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Pasal 14
(1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 

tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
(2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan 

berdasarkan keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 

Januari.

Pasal 15
(1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang dikuasai/ 

dimiliki/dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) dikenakan PBB-P2 sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.

(2) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang 

dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) yang tidak dikenakan PBB-P2 

adalah:
a. jalur kereta api yang terletak di luar stasiun 

kereta api; dan
b. fasilitas operasional sarana kereta api yang 

terletak di luar stasiun kereta api.

Pasal 16
(1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang berada di 

kawasan industri dan real estate yang dipergunakan 

untuk fasilitas umum dan sarana sosial tidak 

dikenakan PBB P2 apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut:
a. tanah dan/atau Bangunan tersebut nyata-nyata 

telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan, 
berm, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain- 

lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah, 
kesehatan, pendidikan, dan lain-lain), tidak 

termasuk dalam pengertian ini tanah dan/atau 

bangunan yang telah direncanakan dalam site 

plan sebagai fasilitas umum/sarana sosial tetapi 
belum dibangun atau belum selesai dibangun
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sehingga belum dapat digunakan sebagai fasilitas 

umum/sarana sosial;
b. tanah dan/atau Bangunan tersebut semata-mata 

digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan 

tidak untuk mencari keuntungan; dan/atau
c. tanah dan/atau Bangunan tersebut dapat 

berstatus telah diserahkan oleh pengelola 

kawasan industri maupun pengelola real estate 

kepada Pemerintah Kabupaten.
(2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 

atas fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana 

diatur pada ayat (1), Wajib Pajak hams mengajukan 

permohonan kepada Kepala BPPRD dengan disertai 

bukti surat surat dan keterangan gambar situasi 

yang diperlukan.
(3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang 

disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan 

gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat
Kepala BPPRD mengadakan Pemeriksaan 

Lapangan yang dituangkan dalam berita acara 

pemeriksaan lapangan, untuk meneliti dan 

memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).
(4) Kepala BPPRD dalam mengadakan pemeriksaan 

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dapat
membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan 

Kepala BPPRD.

(2),

Pasal 17
melaksanakan kegiatanSetiap 

pendaftaran,
Pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala 

sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh 

Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan.

petugas yang
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Bagian Kedua
Prosed ur Penerbitan dan Penyampaian SPPT 

Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT 

Pasal 18
(1) Kepala BPPRD atas nama Bupati menerbitkan 

SPPT/SKPD/SKPDN.
(2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang 

telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah 

dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh 

Wajib Pajak.
(3) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :

a. pencetakan massal;
b. pencetakan biasa dalam rangka :

1. pembuatan salinan SPPT/SKPD;
SPPT/SKPD/SKPDN sebagai2. penerbitan

tindak lanjut atas keputusan keberatan,
pengurangan atau pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;
4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.

(4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama 

tahun beijalan.
(5) Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 
disampaikan kepada BPPRD dengan persyaratan 

sebagai berikut:
a. surat permohonan salinan SPPT.
b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, 

kartu keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib 

Pajak.
(6) Bentuk surat permohonan salinan SPPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 19
(1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
(2) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan 

terutang Pajak untuk menetapkan besamya Pajak 

terutang yang hams dibayar dalam 1 (satu) Tahun 

Pajak.
(3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka 

penandatanganan SPPT dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut:
a. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan 

sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta 

rupiah); dan
b. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan 

lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(4) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut: 

a. bagian atas:
1. nomor seri formulir;
2. nama Pemerintah Daerah dan instansinya;
3. informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan 

merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
4. jenis Pajak;
5. NOP;
6. letak Objek Pajak;
7. nama dan alamat Wajib Pajak;
8. nomor pokok Wajib Pajak;
9. luas Bumi dan/atau Bangunan;
10. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
11. NJOP per meter persegi (m2) Bumi dan/atau 

Bangunan;
12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
14. NJOP tidak kena Pajak;
15. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
16. PBB-P2 terhutang;
17. PBB-P2 yang hams dibayar;
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18. tanggal jatuh tempo;
19. barcode;
20. tempat pembayaran; dan
21. penandatanganan. 

b. bagian bawah:
1. barcode;
2. nama Wajib Pajak;
3. letak Objek Pajak;
4. NOP;
5. SPPT tahun/Rp;
6. tanggal diterima;
7. tanda tangan; dan

8. nama terang.
(5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku 

daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu :
a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol 

rupiah) sampai dengan RplOO.000,00 (seratus 

ribu rupiah);
b. buku II jumlah pokok ketetapan RplOO.001,00 

(seratus ribu satu rupiah) sampai dengan 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 

(lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
d. buku IV jumlah pokok ketetapan 

Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai 
dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(6) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

Pasal 20
SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:
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a. apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 

tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dan 

setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala BPPRD 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
b. surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a 

merupakan surat peringatan kepada Wajib Pajak 

untuk menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP yang 

harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

Pasal 21
(1) Kepala BPPRD atas nama Bupati dapat memberikan 

surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai 
permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:
a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh BPPRD;
b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal 

pengurusan persyaratan administrasi yang 

membutuhkan adanya SPPT; dan
c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku 

apabila SPPT/SKPD telah dicetak oleh BPPRD.
(2) Kepala BPPRD atas nama Bupati dapat memberikan 

salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan Wajib 

Pajak.
(3) Kepala BPPRD atas nama Bupati dapat memberikan 

keterangan
SPPT/SKPD/STPD.

(4) Bentuk surat keterangan dan surat permohonan 

NJOP sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

dan salinanNJOPsurat

Paragraf 2 

Penyampaian SPPT 

Pasal 22
(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan 

ketentuan:
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a. buku I, buku II, dan buku III sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, huruf 

b, dan huruf c, disampaikan kepada Wajib Pajak 

melalui camat, kepala desa/lurah dikecualikan 

bagi SPPT menara telekomunikasi dan badan 

usaha milik negara; dan
b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d, huruf e, dan 

SPPT menara telekomunikasi dan/atau badan 

usaha milik negara disampaikan kepada Wajib 

Pajak oleh BPPRD.
(2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak 

dilakukan kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT, 
yaitu meliputi:
a. Subjek Pajak; dan
b. Objek Pajak; dan/atau
c. NJOP.

Pasal 23
(1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan 

pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan 

massal.
(2) Jangka waktu penyampaian SPPT selambat- 

lambatnya:
a. 5 (lima) hari keija dari camat ke kepala desa dan 

kepala kelurahan; dan
b. 25 (dua puluh lima) hari kerja dari kepala 

desa/lurah kepada Wajib Pajak.

Pasal 24
(1) Penyampaian SPPT oleh BPPRD kepada camat 

dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap 

2 (dua), untuk didistribusikan kepada:
a. Kepala BPPRD; dan
b. Camat.

(2) Berita penyampaian SPPT sebagaimanaacara
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dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPPRD dalam 

rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:
a. camat;
b. kepala desa/lurah; dan
c. Kepala BPPRD.

(3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
hams ditandatangani oleh masing-masing pihak.

(4) Format berita 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SPPTpenyampaianacara

Pasal 25
(1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti 

penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal 
diterimanya SPPT tersebut.

(2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam 

pelaksanaan penagihan.
(3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah 

SPPT selanjutnya disampaikan kepada kepala 

desa/lurah.
(4) Kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti 

penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, 
kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi 

penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan 

kepada camat.
(5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke BPPRD oleh 

camat setiap hari keija dengan menggunakan tanda 

terima formulir SPPT.
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Pasal 26
(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan 

kepada Wajib Pajak oleh kepala desa/lurah hams 

dikembalikan kepada BPPRD melalui camat dengan 

berita acara pengembalian SPPT.
(2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau 

Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat 

ditemukan.
(3) Format berita acara pengembalian SPPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran 

Paragraf 1 

Pembayaran 

Pasal 27
(1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan 

oleh Wajib Pajak melalui petugas pemungut 

BPPRD/desa/kelurahan.
(3) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan 

menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukan 

NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
(4) Basil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus disetor ke Bank Persepsi atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling 

lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(5) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran 

Pajak dilakukan pada hari keija berikutnya.
(6) Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 28
(1) Dalam rangka eflsiensi penyetoran PBB-P2 dari 

petugas pemungut desa/kelurahan ke Bank Persepsi 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, pihak 

desa/kelurahan :
a. membuat jadwal penerimaan PBB-P2 sekurang 

kurangnya 1 (satu) minggu sekali;
b. menunjuk operator PBB-P2 desa/kelurahan 

untuk melakukan input data pembayaran PBB-P2 

melalui e-PBB; dan
c. operator PBB-P2 sebagaimana dimaksud pad a 

huruf b bertanggung jawab mutlak atas 

penggunaan e-PBB.
(2) Penjadwalan penerimaan PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan 

kepada masyarakat dan dikoordinasikan dengan 

BPPRD.

Pasal 29
(1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang 

ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1) dilakukan dengan menggunakan layanan 

perbankan baik secara tunai maupun non tunai.
(2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah 

rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat 

pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh 

Bank Persepsi.
(3) Bukti pembayaran / penyetoran 

diterbitkan di tempat pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sebagai 
SSPD/STTS apabila telah dicantumkan "Approval 

Code'.
(4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah

PBB-P2 yang
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berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

Pasal 30
(1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat 

tanggal jatuh tempo pembayaran.
(2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pengangsuran Pembayaran 

Pasal 31
(1) Kepala BPPRD atas permohonan Wajib Pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 

memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 

mengangsur pembayaran PBB-P2.
(2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:
a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan 

likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan 

besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancer 

kurang dari 1 (satu) serta melampirkan laporan 

keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT 

tahunan Pajak penghasilan badan tahun 

sebelumnya;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami 

kesulitan keuangan, dibuktikan dengan:
1. surat keterangan tidak mampu dari kepala 

desa/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak 

menyelenggarakan pembukuan; atau
2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancer 

terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu)
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dalam hal Wajib Pajak dimaksud
pembukuan serta 

melampirkan laporan keuangan tahun 

sebelumnya,
c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar 

kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, 
kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal, atau 

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
(3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas 

pembayaran PBB-P2 terutang dapat diberikan paling 

lama pada tanggal jatuh tempo.
(4) Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak atau kurang dibayar 

setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan 

menerbitkan STPD.
(5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan 

menggunakan SSPD PBB-P2.
(6) Format surat permohonan pengangsuran pembayaran 

dan surat persetujuan pembayaran angsuran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

menyelenggarakan

Bagian Keempat 
Prosedur Pelaporan 

Pasal 32
(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh BPPRD.
(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan

PBB-P2informasi tentang realisasi penerimaan 

sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain
yang sah dari bank tempat pembayaran.

(4) BPPRD menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari 
bank tempat pembayaran paling lambat pada tanggal
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10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(5) Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

Bagian Kelima 

Prosedur Penagihan
Pasal 33

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD, 
SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat 

teguran dan/atau surat paksa.
(3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya 

persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya 

persuasif.
(5) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

tugas, khususnya penandatanganan STPD, maka 

penandatanganan STPD dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut:
a. cap dan tanda tangan cetakan untuk tagihan 

sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah); dan
b. cap dan tanda tangan basah untuk tagihan lebih 

dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 34
(1) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT, dilakukan melalui 

tahapan:
a. BPPRD memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD 

sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 

dibayar oleh Wajib Pajak;
b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang temyata
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menetapkanbayar, BPPRDkurang 

SKPDKB / SKPDKBT;
c. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan 

membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan 

prosedur pembayaran PBB-P2.
(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui:

a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 

Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak 

yang hams dibayar bertambah merupakan dasar 

penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka 

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan;

b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka 

dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo 

BPPRD melakukan upaya persuasif kepada Wajib 

Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas 

permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 

secara mengangsur oleh Wajib Pajak 3rang 

disetujui, BPPRD tetap melakukan upaya persuasif 

kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 

terutang; dan
d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas 

permohonan penundaan atau pembayaran Pajak 

secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak 

disetujui, BPPRD menerbitkan surat teguran.
(3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.
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Bagian Keenam
Mutasi, Pembetulan, Pembatalan, 

Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administratif 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 35
(1) Kepala BPPRD atas nama Bupati dapat membetulkan 

SPPT, SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya 

terdapat kesalahan tubs dan/atau kesalahan hitung 

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah.
(2) Kepala BPPRD atas permohonan Wajib Pajak secara 

dapat:
a. melakukan perubahan mutasi data objek/Subjek 

Pajak;
b. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang 

salah;
c. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar;
d. mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau
e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan 

kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib 

Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
(3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangkan 

atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 

berupa bunga dan denda karena:
a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau 

wabah penyakit;
b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa 

bumi, banjir, tanah longsor, atau sebab lain yang 

luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah 

penyakit tanaman ataupun hama tanaman; 

dan/atau
c. kondisi tertentu lainnya seperti program
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percepatan penyelesaian piutang, pemberian 

stimulus untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan peringatan hari jadi Kabu paten 

Musi Banyuasin.
(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 

PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 

Kepala BPPRD dapat mengurangkan atau 

menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa 

bunga dan denda.
(6) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 

PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam rangka 

percepatan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala BPPRD.

Paragraf 2 

Mutasi 
Pasal 36

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan 

atas data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh 

jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang 

mengakibatkan berubahnya objek/Subjek Pajak.
(2) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan 

objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diajukan secara perorangan maupun 

kolektif dengan ketentuan:
a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala 

BPPRD;
b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 

Pajak, dan dalam hal surat permohonan 

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan Surat Kuasa;
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c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, 
benar, dan lengkap serta ditandatangani;

d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT 

dengan ketetapan tidak lebih dari Rpl.000.000,00 

(satu juta rupiah);
e. melampirkan asli SPPT tahun berjalan;
f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; 

dan
g. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

1. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk 

pengajuan secara perseorangan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu 

keluarga atau identitas lainnya dari Wajib 

Pajak;
3. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan
4. surat keterangan kepala desa/lurah.

(3) Bentuk formulir permohonan mutasi/perubahan 

objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

Paragraf 2 

Pembetulan SPPT 

Pasal 37
(1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib 

Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib 

Pajak, alamat, luasan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan pembetulan kepada 

BPPRD.
(2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), BPPRD melakukan verifikasi 
dan pembetulan.

(3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6
sejak diterimanyabulan(enam)

pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
(4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan 

SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan 

maupun kolektif dengan ketentuan: 

a. permohonan pembetulan secara perorangan harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. setiap permohonan hanya dapat diajukan 

untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat 

ketetapan;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala 

BPPRD;
4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 

Pajak, dan dalam hal surat permohonan 

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus 

dilampiri dengan Surat Kuasa;
5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk 

kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib 

Pajak atau alamat objek atau Subjek Pajak, 
sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan 

karena kekeliruan memasukkan data tidak 

perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan
6. melampirkan bukti pendukung sebagai 

berikut:
a) surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun

berkenaan;
c) telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun 

terakhir;
d) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu 

keluarga atau identitas lainnya dari Wajib 

Pajak;
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e) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau 

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan
f) surat keterangan kepala desa/lurah;

b. permohonan pembetulan secara kolektif harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama 

dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT
tidak lebih daridengan ketetapan 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala 

BPPRD;
4. diajukan melalui kepala desa/lurah setempat;
5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk 

kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib 

Pajak atau alamat objek atau subjek saja, 
sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan 

karena kekeliruan memasukkan data tidak 

perlu mengisi SPOP dan /atau LSPOP; dan
6. melampirkan bukti pendukung sebagai 

berikut:
tahunSPPT / SKPD / STPD / SKPDLBa) asli 

berkenaan;
b) telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;
c) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu 

keluarga atau identitas lainn}?a dari Wajib 

Pajak;
d) surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) huruf b; dan 

e) surat keterangan kepala desa/lurah; 

c. Pembetulan SPPT secara kolektif dapat dilakukan 

secara online melalui petugas desa/kelurahan
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dengan cara sebagai berikut :
1. petugas desa/kelurahan membuka website 

Bpprd.mubakab.go.id;
2. memilih menu administrator;
3. memilih menu e-SPOP;
4. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;
5. SPOP dan/ atau LSPOP yang telah diisi dengan 

jelas, benar dan lengkap selanjutnya dikirim ke 

BPPRD melalui aplikasi yang tersedia; dan
6. mencetak tanda bukti pendaftaran secara 

online.
d. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk memproses surat permohonan adalah:
1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal 

disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; 
dan

2. tanggal stempel pos, dalam hal surat 

permohonan disampaikan melalui pos.
(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan 

atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak 

mengandung persekongkolan antara Fiskus dan 

Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 

dalam peraturan perundang undangan terhadap 

surat keputusan atau surat ketetapan sebagai 
berikut:
a. SPPT;
b. SKPD;
c. STPD;
d. surat keputusan pemberian pengurangan;
e. surat keputusan pengurangan sanksi 

administratif;
f. Surat Keputusan Pembetulan;
g. Surat Keputusan Keberatan;
h. surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan
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i. surat keputusan pengurangan sanksi 

administratif, surat keputusan penghapusan 

sanksi administratif, surat keputusan 

pengurangan ketetapan pajak, atau surat 

keputusan pembatalan ketetapan pajak.
(6) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat 

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(7) Dalam hal permohonan pembetulan tidak 

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Kepala BPPRD hams memberitahukan secara 

tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
(8) Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 

Pembatalan 

Pasal 38
(1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan 

apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan 

seharusnya tidak diterbitkan.
(2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. data ganda Objek Pajak; dan/ atau
b. Objek Pajak tidak ditemukan.

(3) Pengajuan 

SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan secara 

perorangan/kolektif dengan persyaratan :
a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia;
b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPRD;
c. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan 

ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima

pembatalanpermohonan
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ratus ribu rupiah);
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 

Pajak, dan dalam hal surat permohonan 

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak hams 

dilampiri dengan Surat Kuasa;
e. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk 

pengajuan secara perseorangan;
f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga 

atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
g. asli SPPT tahun yang berkenaan;
h. khusus permohonan pembatalan secara kolektif 

dengan alasan objek tidak ada melampirkan surat 

pernyataan dari kepala desa/lurah yang 

menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan 

tersebut tidak akan diajukan pendaftaran objek 

pajak baru, baik atas nama wajib pajak semula 

maupun atas nama wajib pajak lain; dan
i. surat keterangan kepala desa/lurah.

Paragraf 4
Pengurangan Ketetapan 

Pasal 39
(1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD dapat 

diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada 

hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau 

karena sebab tertentu lainnya; dan/atau
b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau 

sebab lain yang luar biasa.
(2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya 

dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

untuk :
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 

veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
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kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang 

gerilya, atau janda/dudanya;
Pajak lahanberupa

pertanian/perikanan/petemakan yang hasilnya 

sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang 

pribadi yang berpenghasilan rendah;

2. Objek

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 
yang penghasilannya semata-mata berasal dari 
pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB- 

P2 sulit dipenuhi;
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 

yang berpenghasilan rendah sehingga 

kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; 

dan
5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 

yang berpenghasilan rendah yang NJOP 

permeter perseginya meningkat akibat 

perubahan lingkungan dan dampak positif 

pembangunan.
b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang 

Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang 

mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun 

Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi 
kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor.
(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah 

penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 40
(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
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diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang 

terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
(2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok 

Pajak ditambah dengan sanksi administratif.
(3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

yang telah diberikan pengurangan tidak dapat 

dimintakan untuk sanksi administratif.
formulir permohonan

pengurangan/pembatalan perorangan dan kolektif 

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Bentuk

Pasal 41
Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 dapat diberikan:
a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 

yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 1;
b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) 

dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf 

a angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau 

Pasal 35 ayat (3) huruf c; dan
c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB- 

P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena 

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan 

ayat (4).

Paragraf 5
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 42
(1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administratif diajukan secara perseorangan/kolektif.
(2) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan
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penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 

tidak dapat diajukan kembali.
(3) Bentuk formulir permohonan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 43
(1) Keputusan Bupati penghapusan atau pengurangan 

sanksi administratif dapat berupa mengabulkan 

seluruhnya atau sebagian atau menolak.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) didasarkan pada basil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Keberatan dan Banding 

Paragraf 1 

Keberatan 

Pasal 44
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada 

Bupati atas:
a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan
b. SPPT dan SKPD.

(2) Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan 

dalam hal :
a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan 

atau bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi 
dan/atau Bangunan yang tercantum dalam 

SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan 

sebenamya; dan
b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan 

perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak 

dengan Fiskus.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dapat diajukan secara:
a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
b. perorangan untuk SKPD.

(4) Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan 

ketetapan sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus 

ribu rupiah) diajukan secara perorangan atau 

kolektif melalui kepala desa/lurah yang 

bersangkutan.
(5) Keberatan atas SPPT dan SKPD dengan ketetapan di 

atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diajukan 

oleh Wajib Pajak secara perseorangan.
(6) Bentuk formulir permohonan keberatan atas pajak 

terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) 
diterima, harus menetapkan keputusan atas 

keberatan yang diajukan berdasarkan berita acara 

Pemeriksaan.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan 

tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat 

Keputusan Keberatan belum diterbitkan.
(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya 

atau sebagian, menolak atau menambah besarnya 

Pajak yang Terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 

dianggap dikabulkan.
(5) Penetapan keputusan atas keberatan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada 

Kepala BPPRD.
(6) Formulir berita acara Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.

Pasal 46
(1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan 

penagihan Pajak.
(2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan 

perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala BPPRD
berdasarkanSPPT/SKPD

keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh 

tempo pembayaran.
(3) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak bisa diajukan keberatan.

barumenerbitkan

Paragraf 2 

Banding 

Pasal 47
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat 

Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan 

kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) 

bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 48
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada 

Bupati dalam hal:
a. PBB-P2 yang dibayar temyata lebih besar dari
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yang seharusnya terutang;
b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak 

seharusnya terutang; dan
c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b adalah Pajak yang masih harus 

dibayar termasuk sanksi administratif berupa 

bunga, denda atau kenaikan yang tercantum 

dalam surat ketetapan pajak atau surat 

sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang- 

undangan perpajakan.
(2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :

a. perubahan peraturan;
b. surat keputusan pemberian pengurangan;
c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
d. kesalahan penetapan;
e. kekeliruan pembayaran; dan
f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dengan melampirkan sekurang- 

kurangnya:
a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan
b. STPD.

(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan 

pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan :
a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar 

temyata lebih besar dari yang seharusnya 

terutang;
b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan 

jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar 

ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang 

seharusnya terutang.
(5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
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diterbitkannya SKPDLB.
(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dilimpahkan kepada Kepala BPPRD.
(7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49
(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan 

terlebih dahulu dengan utang Pajak lainnya.
(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas 

kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut 

dapat diperhitungkan dengan Pajak yang akan 

terutang.
(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Bagian Kesembilan
Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/

Saat Jatuh Tempo 

Pasal 50
(1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat 

menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo 

pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimanya 

SPPT.
(2) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda 

tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena 

sebab-sebab tertentu.
(3) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo 

pembayaran dan menunda tanggal/saat jatuh tempo 

pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dapat dilimpahkan kepada Kepala BPPRD.

(4) Formulir permohonan penundaan tanggal jatuh
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tempo pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan permohonan tanggal jatuh tempo 

pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

Bagian Kesepuluh 

Informasi 
Pasal 51

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Pasal 52
(1) Bupati dapat menghapuskan piutang 

dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah 

kedaluwarsa.
(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan usulan Kepala BPPRD.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. jumlah piutang Pajak;
c. Tahun Pajak;dan
d. alasan penghapusan piutang Pajak.

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:

a. SPPT;
b. SKPD;
c. STPD;dan
d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan dan Putusan Banding, yang 

menyebabkan jumlah Pajak yang hams dibayar

Pajak
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bertambah.
(5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang 

menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau 

tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak 

dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan 

tidak meninggalkan harta warisan dan tidak 

mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat 

ditemukan;
b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak 

mempunyai harta kekayaan lagi;
c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek 

Pajak sudah tutup;
d. hak untuk melakukan penagihan sudah 

kedalu warsa; atau
e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab 

lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat 

ditemukan lagi atau dokumen sebagai dasar 

penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat 

ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak 

dapat dihindarkan seperti bencana alam, 
kebakaran dan lain sebagainya.

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data 

tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin 

ditagih lagi disebabkan :
a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, 

komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau 

pihak lain yang dibebani untuk melakukan 

pemberesan atau likuidator atau kurator tidak 

dapat ditemukan;
b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak 

memiliki harta kekayaan lagi;
c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan 

dengan penyampaian salinan surat paksa kepada 

pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan 

negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung
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maupun dengan menempelkan pada papan 

pengumuman atau media massa;
d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah 

kedaluwarsa; atau
e. sebab lain sesuai basil pemeriksaan.

Pasal 53
(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau 

piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin 

ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

ayat (1), wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau 

Pemeriksaan administrasi oleh BPPRD yang hasilnya 

dibuat uraian Pemeriksaan.
(2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak 

dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar 

untuk menentukan besamya piutang Pajak yang 

tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk 

dihapus.
(3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus 

setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).
(4) BPPRD menyusun daftar usulan penghapusan 

piutang Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan 

menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada 

Bupati.

BAB V
PEMERIKSAAN 

Pasal 54
(1) Kepala BPPRD berwenang melakukan Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

PBB P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah.
(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
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kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan 

objek pajaknya dengan benar; dan
b. Wajib Pajak mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 

selain permohonan karena keputusan keberatan, 
putusan banding, putusan peninjauan kembali, 
keputusan pengurangan, atau keputusan lain, 
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-

P2.
(3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan 

atas 1 (satu) Tahun Pajak beijalan dan/atau tahun- 

tahun sebelumnya.

Pasal 55
(1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kan tor 

dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak 

tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP 

ditandatangani.
(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung 

sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal 
LHP ditandatangani.

(4) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan 

memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan
permohonan kelebihanpengembalianatas

pemba3?aran.

Pasal 56
(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP 

dan didokumentasikan dengan baik.
(2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan: 

a. SKPD; dan
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b. SKPDLB.
(3) Bentuk format LHP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 57
(1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar 

pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang 

telah ditetapkan dapat dilakukan penempelan stiker 

dan/atau pemasangan banner yang menyatakan 

bahwa
"Tanah dan Bangunan Belum Dilunasi PBB-P2 nya".

(2) Bentuk stiker dan/atau banner sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.

Pasal 58
Bentuk surat keterangan dari kepala desa/kelurahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, 
Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal 
36 ayat (2) huruf f nomor (3), Pasal 37 ayat (3) huruf a 

nomor (6) huruf e, dan Pasal 37 ayat (3) huruf b nomor 

(6) huruf e tercantum dalam Lampiran XXIV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjung 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
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Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi 
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2013 Nomor 343) Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Petunjung Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam 

Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku.

Pasal 60
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin.

pengundangan Peraturan Bupati mi

Ditetapkan di Sekayu 

Pada tanggal ^ J hli 

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

PARAF i 2024
Sekretaris Daerah

kAsisten Administrasi 
Umum tKepala Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah H. SANDI FABLE PI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ^ ^

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

2024

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 33



^arrpiran
Pcrihci Psrmohonar Keberatan alas SPPT / SKP pBc- 

Tahun Pajak .............

.. Kspalc Dines Pcndepalan, Pengeiciaen keuangan dan DaeranYtn
kabupaten Musi Banyuasin
d* Sekayu.

Yangbertartca tangs dibawah ini:
Mama :
A5amat : , ,
Ssbagai Waj'ib Pajak / Kuasa *) PBBatas Objsk Pajak yangterietak di;

Jsian 
iceii-irahan 
Kecamstgn 
K a by pa ten 
M.O.P.
SPPT /SKP Tahun 
Tan^ai Tertma SPPT/SK.P :
Dengan in', rnengajukan keberatan stas 5PPT/ SKP ters^but dengan siasan ;

; Musi Sanyuasin

1.
2,
3,

Menurut perhitungan ksmi keletapofi PBB tahuii.... .......sde!an cs: !kv.t.
m2 X Hp. 
m2 X Rp. 
m2 X Rp. 
m2 X Rp. 
m2 X Rp,

/ rriw ~ Rp1. Bumi :............... ......
2. Bangunan ;...... ..............
3. MJOP (1+2) :.................
4. NJOPTKP :....... ...............
5. &JKP (3*4J ........................
5. PBB terutang (0.1% X NJKP)___

/ m2 = Rp. 
/ m2 = Rp. 
/ m2 - Rp. 
/ m2 = Rp.

= Rp

Bersama surat ini diiampirkan pula; „
Forokopi XT?/5ifv1/PA5POR i/KK/icentitss Isinnya dari Wajlb Pajak dan atau r^uasa j 
Fotokopi SPPT /SKP tahun herjalan Objek Psjak yangdiajukan permohonan.

Ukur din atau Bukti - bukt! pendukung iainnya

1.
2.
<, Fotokop? Sertifikat Tsnah dan Surat 1

sahubimgan denean siasan psngajuan keberatan. 
Fotokopi IMB (izin Mendirikan Bangunan).

5. SPOT dsn LSPOP yang sudab dlisin dan ditandan tangani. 
6 Fotdcopi Rakening Listrik, Teiepon dan Air.

4.

7
Dsfr.ikian surat permohonan Ini sava buat sebagai bahan pertfmbangan pemeerlan

pengur&ngin PSB-

Sekayu,.......

Pernohon,

Coretyangtldak bsrlu.



Norn or
Larr.p-fran
Perihai Parmohonan Kebaratan etas BPH7B 

Tahun ^ajak............

Yth, Kspaia Badsn Pengeiola Pajsk dan Retrlbus! Dae rah 
KsDupaten Musi Eanyuasin 
di Sskayj.

Yangbertanda tanga diuawai'i ini.
Mama ■
Aiamat •
Ssfaaga! Wajib Pajak / Kiasa *) BPMTB atas Objsk Pajak yang tartetak di:
Jalan
Kclurahan 
Kscamatan 
Kabu paten
n. o. p>
SPPT/SKP Tahun 
Tan^aiTsrlma SPPT/SKP 
Dengsn Ini mengaiukan keberatan atas 8PHT8 tersebut dengan aiasan :

Musi Banyuasir-

1.

3.

adaish sebagai berikut:
.... / m2 - Rp.....

m2 - Rp,..... 
..../ m2= Rp. 

rn2= Rp.
..../m2= Rp.
____ = Rp.

ivienurur peroitungan kami ketetapan PEB tahun 
7. Burn!
5. Bangunan 
?. MiOF (1+2)
10. NPOPTKP
11. lyPOPkP (B-4) •
12. BFHTg ter Liang (5% X NPCFX?)

..... m2 X Rp..........

.....STiZXRp..........

......m2 X Rp..........

....... m2 X Rp.........

......m2 X Rp..........

«aa«ifc>.d>«4-fc&sa»s«:si««•112c »««

»3«30«ea«tratsasi3ititiat>«

Bersama surat ini diiampirkan puis :
rotokopi KIP /SIM/P ASPO RT/KX/'de ntltas lainnya dari Wajib Fsjak dan atau Kuasa!ic)

9 Fctokoc'i SPPT/SKP tahun bsrjaian Objek Pajak yang dialukan permohonan.
ro'Lukopi Seitlflkat Tanah dan Surat Ukur dsn stau Buktf - bukti pendukung lainnya 
sehubungan dangan slasan pangajusn keberaten.

U, rotokopi IMS {izin Mendi'rikan Bangunan).
12. SPCP dan LSPOP yang sudah diisin dan ditandan tanganf.
13. Fotokopi Rekening Ustrik, Talspon dan Air.
14. ......... .... .......................................
DerrMklcn sura? permohonan ini saya 
pengurangan PBB.

S.

J.U.

buat jsbaga; bahan pertimbangan psrnbensn

Sekavu,

Pemohon,

Core? yar;g tidsk periu.



Btanko Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar 
(SKPDLB)____________

No. Urut

Masa Pajak : 
TahunDPPKAD - MUBA

Nama
Alamat
NPWPD
Tangga! Jatuh Tempo
l. Berdasarkan Undang - Undang No.1 Tahun 2022 Telah Dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain

Aias Pelaksanaan Kewajiban:

Kode Rekening :
Nama Pajak :

li. Dari Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Tersebut Diatas, Penghitungan Jumlah Yang Masih 
Harus Dibayar Adalah Sebagai Berikut :
1. Dasar Pengenaan
2. Pajak Yang Terhutang
3. Kredit Pajak :

a. Setoran yang diiakukan
b. Lain -lain
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun 

yang akan datang/hutang pajak
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)

4. Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)
5 Sankssi Administrasi :

a. Bunga
b. Kenaikan
c. Jumlah Sanksi Adminstrasi (a+b)

6. Jumlah yang Masih Harus Dibayar (4+5c)

Rp.
Rp

Rp
Rp
Rp_

Rp_
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Dengan Huruf
PSRHATIAN :
Pengembalian Keiebihan Pajak dilakukan pads Kas Umum Daerah Kab. Muba dengan menggunakan SPM - 
Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD) dan menerhitkan ■SP2D

Sekayu,
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Kab.Musi Banyuasin,

( )

No.SKPDLB :
TANDA TERIMA

NPWPD
NAMA
ALAMAT

Yang Menerima

\



SKPD
(Surat Ketetapaia Fajak Daerau) 

Tafoun..............

No. Unit

BPPRD - KA8.MUBA

NAMA
ALAMAT
NPWPD
JATUH TEMPO_________ : __________________________ __________________________________ ____
Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati No. 
Tahun 2024 
Kode Rekening

l.

: 4.1.1.13.01
: BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diaias, Perhiiungan jumiah yang masih harus cJibayar adaian 
sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan Luas Bumi:
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
4. Pajak yang terhutang/ BP! !T3 yang harus di baysr 5%
5. BPHTB yang sudah di bayar
6. BPHTB yang belum di bayar (4-5)
7. Sanksi Administrasi :

a. Bunga
b. Kenaikan
c. Jumiah Sanksi Administrasi (a+b)

Nama Pajak

M2XNJOP PBB/M2: Rp. Rp.
(Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.6. BPHTB yang masih harus dibayar (6-7c) 

Dengan Huruf :

5evF*»F*l I Ji A Ik V - 
• i i/ai*i a

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BK.P atau Kas Umum Daerah Kab. Muba Rekening No. 149-30- 
00001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar seteiah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga eabeear Rp. 2% per bulan

20Sekayu,
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin

MODEL:DPD-10A
X

No. Urut:
TANDA TERIMA

NPWPD
NAMA
ALAMAT

20.
Yang Menerima,

)



SKPDKB
(Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar) 

lahun..............

No. Unitimi 2
BPPRO-KAB.MUBA

NAMA
ALAMAT
NPWPD :
JATUH TEMPO __________ _________________________ _________ _____r-----
Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati No.
Tahun 2024
Kode Rekening : 4.1.1.13.0*1
Nama Pajak BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAW BANGUNAN (BPHTB)

li. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, Perhitungan jumlah yang masih hams dibayar adalah 

sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan Luas Bumi 
Bangunan:
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

3. Niiai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
4. Pajak yang ifimiitang/ BP! !TB yang haras d: bayar 5%
5. BPHTB yang sudah di bayar
6. BPHTB yang belum di bayar (4-5)
7. Sanksi Administrasi :

a. Bunga
b. Kenaikan
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)

IVTXNJOP PBB/M2: Rp. Luas Rp.
M2 X NJOP/M2

(Rp.

Rp.
Rn

Rp.
Rp.

Rp,
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.6. BPHTB yang masih hams dibayar (6-7c) 

Dengan Humf :

BCDUATIAW .
a i \i : ■

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Umum Daerah Kab. Muba Rekening No. 149-30- 
OOOOI pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan menggunokan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. 2% per bulan

Sekayu,
Kepaia Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin

20

MODEL:DPD- 10A 'to
X

No. Unit:
TANDA TERIMA

NPWPD
NAMA
ALAMAT

20.
Yang Mcncrima,



|(SKPDN)

No. UrutSKPDN
(Surat Ketetapam Pajak Daerah Nihil)

Masa Pajak :
TsftunDFFKAD - ICAB. ?vIUBA

Nama
Alamat
NPWPD
Tangga! Jatuh Tempo
I Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Telah Dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lair, 

Atas Pelaksanaan Kewajiban :

Kode Rekening 
Nama Pajak

H. Dari Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Tersebut Diatas, Penghitungan Jumlah Yang Masih 

Harus Dibayar Adalah Sebagai Berikut :
Rp.1. Dasar Pengenaan

2. Pajak Yang Terhutang

3. Kredit Pajak :
a. Kompensasi Dari Keiebihan Sebelumnya Rp

b. Setoran Yang Dilakukan
c. Lain - Lain
d. SIP ( Pokok)
e. Jumlah Yang Dapat Dikreditkan (a+b+c+d)

Rp

Rp
Rp
Rp_

Rp.

Rp_4. Jumlah yang Masih Harus Dibayar (2+3e)

Sekayu,
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Kab.Musi Banyuasin,

)

No.SKPDN :

TAN DA TERIMA
NPWPD
NAMA
ALAMAT

Yang Menerima,

I



Nuifiur
Lampiran
Perihal Permohonan Keberatan atas BPHTB 

Tahun Pajak............

/th, Kepala Badan Pengslols Pajak dan Rstribusi Dae rah 
Kabupaten Musi Banyuasin 
diSekayu.

Yang bertanda tanga dibawah ini:
Nama
Alamat :
Sebagai Wajib Pajak / Kuasa *) BPHTB atas Objek Pajak yang terletak di: 
Jalan ;
Kelurahan

Kecamatan 
Kabupaten 
n. o. P.
SPPT/SKP Tahun 
Tanggal Terima SPPT / SKP 
Dengan ini mengajukan keberatan atas BPHTB tersebut dengan aiasan :

Musi Banyuasin

1.
2

3.

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun
7. Bumi :....................
8. Bangunan :....................
9. NJOP (1+2) ;.....................
10. NPOPTKP :....................
11. NPOPKP (3-4) :....................
12. BPHTB terutang (5% X NPKOP)

adalah sebagai berikut:
............. / m2 — "p.........
............ / m2 = Rp..........
........../ m2 = Rp........
............. / m2 = Rp.........
............ / m2 = Rp..........
________ = Rp.........

m2 X Rp. 
m2 X Rp. 
m2 X Rp. 
m2 X Rp. 
m2 X Rp.

Bersama surat ini dilampirkan pula :
8. Fotokopi KTP/SIM/PASPQRT/KK/ldentitas iainnya dari Wajib Pajak dan atau Kuasa*)
9. Fotokopi SPPT/SKP tahun berjalan Objek Pajak yang diajukan permohonan.
10. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Surat Ukur dan atau Bukti - bukti pendukung Iainnya 

sehubungan dengan aiasan pengajuan keberatan.
11. Fotokopi IMB (izin Mendirikan Bangunan).

SPOP dan LSPOP yang sudah diisin dan ditandan tangani.
Fotokopi Rekening Listrik, Telepon dan Air.

14................................................................................
Demikian surat permohonan ini saya buat sebagai bahan pertimbangan pemberian 
pengurangan PBB.

12.
13.

Sekayu,

Pemohon,

*) Coretyang tidak perlu.
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KOP LURAH/ DESA

sura? KH'mAmm
Noriior /

• C

Yang hsrtanda tanagn di Dawah ini Lufah/ Kadas

Dengan mi niensrangKan:
Nama :
NIK ;
Jenis ;

"'empat;' Tiahlr 
Asamal

Sahws benar tmm ^rs^fcutdi memiliki sefeidang tanah d 

Pengakuan- Hak (SPH) an...........
■ '-> Y: Y..AAV;.;, ........... jyr..

erdasarka?" "ura;
:w; ...

.. fei; Desa ... Ksc....Kafo. Musi Banyiiasir,

Bahwa tanah tersebut a; afes beium memiiiki Pajafc 3umi dan Bangunan (PBS). 

Sura; Keterangan ini kami Bartkan unJuk mfitarts^pi saiah safe parayamtan
pendararsn Objek psjak Bam oi Karaw Sadang Pstigelola Pajai: dan Retrisusi 

KaDUpi-ter? ivluei harr/uask;.

•/ ^bur® ■ : • • ^ bersangkuian, diminta ^ai
memberikan bar^tuan rasHitas seperiunya.

r yang beavenar^i

UA-mfcan Surat Keterar, ini dibuat untuk cifwrgunakan sebagaimsna mestinya.

4
ciQuay a

V.URAH/ kades

!
;
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MFTAR FEKSieMIMVi (VI-rdlFJCKASI/VMmASIJ 
©EWKEi- :
STEC^MATASI ?
mn n :

am sK?'f,ri#ig vmmmsiMTA SEBamg^ VEaEBKASS Keterjmgain
Pt:iub*har»Wo. Mafisc; dan /'MaimtWo. Bumi Etenguneri 

Klas ! Luas
Bangunarr 

Kias Luss
Mama <k n Afe nat Bum1 ?/-•»*{•: CbjftkNOP1.(2tnk Otise !:NOP X^r WP iCi?:s l U&rIdasWP i

I

i

!

i
li ! I

i
ii

!
i ;

!
/- !...1__ t

....I— ~X-

Til . ..Mtlv’G:;TAHUi :MEMGETAHUI : P'-'n>GnS,
KEPAU DtSA/ K.EL.CAMAT

((<



!' ■=! !i <G- : Penr.ol’ionan Psr-ghepu&an SPPT PS© 
Tahun Pajak.... ......

vth, Kspsl? Kepaia Badan Pangeiola Pajak dan RetrLusI Deersh 
Kci.^ne! Wahfd Udfn Lk. i Kel. Serasan Jaya Kota Sslayj 

‘(ab-.-.vstar: Mus- Banyijasfn 
di Se^ayu.

Vring bartanda tanga dlbawan inf •
Mama :
Aiamat
S a bags? Wajfb Pajak / Kuasa *) P3E ataa Objek Pajak yangceHetak di:

Marns
Aiamat
jaian
Keiurahan
K&camatan
Kabupaten Musi Bsnyuasln
D-ngan :n: msngajukan Per.ghspussn aiei Surat Peiiibsntsnusn Pstak ismtang (SPPTI Pafek 
Burnt Bangunsn Mcmor Objek Pajak . 16.06...........

pengan inf mengejukan Penghapusan atas 5PPT; SKP tersehut dengan sbsen :

B^rsama rurat v.‘- diiamph'ksn pJs :
i. .-otofcepl itTP/SiM/PASPORT/KK/identitas isinnya dsri Wajib Pajak dan atau Kuasa") 
-- rX'P- C'd'r i tsr-un berjsian Objek Pajsk ?«i>g oiajukan permononan.
3

•Ca»k<<l£ vc«.*'. r.atkkt

• • •• « »M

*
6.

P-arTifkisn surat perrnohonar- in! saya buatatss psnysiesaiannys diucapkan lerima kaslh.

5ev:ayu,

pemohO: i,

* I *•«•«« 32« •«« «•«« >«at«fa»:aaa»«st«c3<4ife0**««>sj09ia

v) Coral yang tfdak perlu.



No. Formulir rT~lPEHERIMTAK KAIUPATB! SUS! SMIYUASIN 
BADAM PEN6EL0LA PAJAK DAM RETR1BUSIDAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Selain yang diisi oleh pelugas (bagian yang
diisi oleh waiib najak
Beri tanda siiang ada kolom ysng sesuai>

BADAM PEMGELOLA PAJAK DAW RiTRIBUSI DAERAH

[j 1. PereKaman Data I_| 3. Penghapusan Datal_j 2. pemutakhiran Data1. JENIS TRANSAKSI

BLOK NO URUT KODEKEL/DESKECPR DT It

□m m V

2. NOP

3. NOPBERSAMA lUJ LU □_

i UMTUK DATA BAP.U ;
;-W-m• •••■

□4. NOPBERSAMA Q~j ;

5. NOP SPPT LAMA[~]~| T

!
I □

§SmMlm■

5. Sengketa4. Pemakai^ Penn@lr»is5
: I w » ■_—)«»■ I w ; m .

3. Pensiunan *)

1 . i Wt I 1 Jlll\
a -r; •0. o im uo

5. Lainnya4. Badan2.ABRI *)1. PNS *)7. Pakerjaan

9. NJOP8. NAMASUBJEK PAJAK
i

11. BLOK/KV/NOMOR10. NAMA JALAN

14. RT13. RW12. KELURAHAN / DESA m T1 jT i i i

13. KABUPATEN/KOTA MADYA - KODE POS

15. NOMOR KIP

!0SV ri’"il

18. BLOK/KAV/MOMOR17. NAMA JALAN

13. RW 14. RT19. KELURAHAN / DESA mT

22. KECAMATAN
i

'4' '4’

I
24. ZONA NS LAI TANAH!23. LUAS TANAH

(M )

□ □□□ 4. FASILITAS 
UMUM

3. TANAH 
KOSONG

2. KAVLING 
SIAP BANGUN

1. TANAH + 
BANGUNAN

25. JENIS TANAH

Catalan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang psnsiunan



'S'

_________m -
hi-Pbmh

26. JUMLAH BANGUNAN Q
»

__________»yi>a)rntm &

dan Psrda No. 9 Tahun 2011 BSD VI Pasal 11 Ayat (2)

27. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASAMYA

29. TAIMDATANGAN23. TANGGAL
i

)

I - Dalam hai DertindaK seiaKu Kuasa surat Kuasa harap dilampirkan
t . o6;am hal Subielc Paiak mandaftarkan sendiri Objek Pajak. supaya rnsnsgambarivan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak 
| . gatas Wsktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterims oleh Subjek Pajak sesuai dengan pasa! 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun1985

... m:«afi m o.
or A''llD,DJ '•..

( MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANGPETUGAS PENDATA

30. TGL/BLN/THN

31. TANDATANGAN

32. NAMaJELAS

33. NIP

CD/CD/CDm/m/m 30. TGL/BLN/THN

31. TANDATANGAN
i

i 32. NAMA JL LAS
33. NIP

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

I

Contoh Pengnambaran

KETERANGAN:

Gambarkan sket/denah lokasi Objek Pajak (Tanpa Skala yang 
dihubungkan dengan jalan raya/jalan protoko!, jalan lingkungan 
dan Iain-lain, tang mudah diketahui oleh umum 
Sebutkan batas-batas pemiiikan sebeiah utara, seiatan, timur 
dan barat

J!, Kelinci

Kamo All□
h=, Sslds©

Burhan



A

LAMP1RAW SUM! PEMBIR1TAHUAN @lilK PAJM mNo. Fonnulir

[j 2. Pemutakhlran Data Q 3. Pemutakhlran DataJ 1. Perekamaii Data 
~1 4. PealSafaii Individual

1. fENIS TRANSAKSI 
BANGUNAN

3. JUMLAH BNG U-U
4. BANGUNAN KE ["H"]

sa—

PR DI I KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODEm m cm or" □12. NOP
V mnummnM.iiYU______________mmm m'JU?

5. JWS PENGGUMAAN [~] 1. Perumahan 
BANGUNAN

2. Perkantoran Swasfca 3. Pabrik
6. OSah Raga/Rekreasi

S. Beiagkel/Giidaisg /PeitaiEiaBi  9, Gednsig Pemerintah
[J 12. Bafigisnaw Parkis" 
[J 15. Taisgki Minyak

J 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruk© Q 5. Rmnali Sakit/KHnik 
_1 7. Hotsi/Wisma

□ 11. Bug Tidak Keoa Pajak 

[j 14. Pomps Bensin
[J iO.Lain-lain 
Q IS.ApaitsmeB 
[j 16. Gedurag Sekoiaia

on7. JUMLAH LANTAI6. LUAS BANGUNAN
•CM2)

8. THN DIBANGUN
9. THN DIRENOVASI FTTn

;;

Lll^i10. DAYA USTRIK
TERPASANG (WATT)

Q 3. .Sedasig Q 4. Jeiek□ 2. BaikQ 1. Sangafc 

Balk
11. KONDISIPADA 

UMUMNYA
\ jj 3. Batu Bate jj 4. Kayu 

jj 3. Gtg Biasa/ [j 4.Asbes 

Sirap
Batu Bata/ H Ksto H 5. Seng

Q 2. Betea 

|j 2. Gtg Beton/ 

Aluminum

j i. Ba|a
] 1. Kaca/beton /

Glasur
H 1. Kaca / H 2. Beton

12. KONSTRUKSI

jj 5. Semg13.ATAP

14. DINDING A THrUal*’ A/lo

Aluminium
Q 1. Manner Q 2. Keramik □ 4, Ubin PC/ 

Papao

Q 3. Teraso D 5. Seraee15. LANTAI

[] 2. Papan /Triplek H 3- Tidak Ada[] l.Akustik/16. LANGSTLANGIT
fall

insiRRSH ITA. OSmmm
a

hd split m Window l 18. AC Sentral □ Ada □ 2. Tidak AdaI 17. JUMLAH AC

19. LUAS KOLAM 
RENANG (M2)

28. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)

_LJ_L MiBgan
TfTTi Sedaisg

Q 1. Biplester Q 2. Dengan
Pelapas

Ringan
Sedang Penutup 
Lantai

I

21. JUMLAH 
LAP AN GAN 
TEN IS

DGN LAMPU TNPLAMPU 122, JUMLAH LIFT
I 1 Pemmpsmg 
i ! KapsuS

23. JUMLAH TANGGA 
BERJALAN 

Lbr < 0,80 M 
Lbr > 0,80 M

XBeton
Aspal
rH* l™. U 5 f 
KU&iiOUB ftlfttitl l

Rumput
l___ ! aaraiag

L
| 24. PAN JANG PAGAR 2S. PEMADAM

KEBAKARAN
_J 1. Hydrant 1. Ada 1. Tidak AdaDa.m 1. Baja / Besi Baia / 

Bstako
J 2. sprlakier^ 2. Ada L 2. Tidak Ada
J 3, Fire AS. Us.Ada

a A sj A xt in a aii
' 3. Tidak Ada

26. JML SALURAN 
PESPABX

27. KEDALAMAN SUMUR 
ARTESIS (M)



-
, nmm.n-umI ; ‘ .

! Q p^BRIK/BEWGBCEL/GUDAMG/FERTANIAN 0PB-3/8)
jj 28. TINGGIKULOM (M) m 25. LESAR SEFfTAMG (M)

30. BMA DUKUNG 
LANTAI [Kg/M2)

m
32. LUAS MEZZANINE31KELIUNG 

BINDING (M) (M2)
.

-tmj n PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG FEMEKINTAH {JrB 
33 KELAS BANGUNAN U Kefiss 1 D 2. ICelas 2 [j 3. K.®Iss 3 D 4. Kelas 4

□ TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO 0^B=4)
34. KELAS BAN GUN AN □ 1- Kelas 1 □ 2. Kelas 2 □ 3. Kelas 3

□ RUMAH SAMT / KLINIK
35. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2 □ 3. Kelas 3 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DGN i | -ppj ^7. LS RUANG LAIN DNG

AG SENTRAL (M2) L_L_1_U A£ SENTRAL CM2)

□ GLAHRAGA/REKREASI 0PB=6) 

38. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2

□ HOTEL / WISMA 0PB=7) 
j 39. JEN1S HOTEL 

40.IML BINTANG 
41. JUMLAH KAMAR

l 1 •t* n i* ——*»l_j a. sucaui«.I I -<S *T "Til ^ -------rfl.U jl. niGid^fw^Oi u.

□ 1. Klatang 5 □ 2. Bmtainig 4 □ 3. Bisstaug 3 □ 4. Bintang 2 5. Non Bmfe&ng
rrm 42.LUA§KMRDGM 

AC SENTRAL (M2)
43. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL (M2)

□ BANGUNAN PARKIR QPB-IZ} 
44. T5PE □ 1. Tips 4 □ 2. Tips 3 □ 3. Tips 2 Q 4. Tips 1

□ APARTEMEN (jjPB-13)
45. KELAS BANGUNAN
46. IML APARTEMEN

□ 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2 □ 3. Kelas 3 □ 4. Kelas 4
I I j j j 'fro. a-S frtOAiMV. 1J41N LSNSj

AC SENTRM. (M2}
8 F7AS ASTT ITSBiaZ
•U4 K_a * l&fcj* X MU U >1 VUJJ

AC SENTRAL (M2)

□ TANGKIMINYAK (JPB-15) 
49. KAPASITAS TANGIO [ □ 1. Di Atas50. LETAK TANGS □ 1. Di Bawah

a UliiliCaiUl i iiiiim

□ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)
51. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2

SMMmM
__ _______; ' ' -

52. NILA! SISTEM S3. NILAI INDIVIDUAL

^' - ~ •r.v
'.’r-T

¥*<£*

PETUGAS PENDATA MENGETAHUIPEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG

KEMBAIi
55. TGL. PENDATAAN
56. TANDA TANGAN
57. NAMAJELAS^___
58. NIF

m/m/m
m/m/m 59. TGL PENELITIAN

60. TANDA TANGAN
•51. NAMAIELA3___
62.M1P

m/m/m



LEM BAR FENGAWASAN PiMt©SiSAPi
Bi^KAS PiLAYANAN

....... NOHOR PELAYANAN

.... . NQMOR 06JEK PA3AK (NOP) i ......
MAMA WAJZB PAJAK : 
LSTAK OBJESC PAJAK' ! ...

sasa asvaasa0 oaaaacacoaarswa'aacBanaccBoadcacoii

aaaataaapaavaaacBOcaa

PARAFTGLDiterima oleh 

Diperiksa oleh 

Diperiksa oleh 
Dikirim oleh

PSTl
PARAFTGL
PARAFTGL.
PARAFTGL.

CATATAN DAN PARAF KOQRDIMATOR

PARAFTGL.Diterima oleh 

Diperiksa oleh 

Diperiksa oleh 

Dikirirn oleh

II smsi
PARAFTGL.
PARAFTGL

PARAFTGL.

CATATAN DAN PARAF KOORDINATOR

! PARAFTGL.Diterima oleh 

Diperiksa oleh 

Diperiksa oleh
Dikirim oleh

m SiKSI
PARAFTGL.
PARAFTGL.
PARAFTGL.

CATATAN DAN PARAF KOORDINATOR

PARAFTGL.Diterima oleh 

Diperiksa oleh 

Diperiksa oleh 

Dikirim oleh

$msixv
PARAFTGL.

TGL. PARAF
PARAFTGL.

CATATAN HAN PARAF KOORDINATOR

TGL. PARAFV PST Diterima oleh 
Dicatai Dalam Buku
- Agenda penerimaan berkas oleh
- Pelayanan oieh
- Register hasii keluaran oleh 
Dissrshkan kepada:
- Wajib Psjdk
- Sub Bag TU untuk dikirim ke wajib pajak
- Seksi teknis terkait

TGL. PARAF
TGL: PARAF

PARAFTGL.
PARAFTGL.
PARAFTGL.

CATATAN : Apabila Ruang Catatan tidak mencukupi agar mempergunakan iembartambahan.



IFOiSMUUK PELAYANAM WAiHi PMMi PBB 
BABAN ^SMaSL©LA PAJASC DAN aETKIBUSS DAtsSAC^ 

SCABUPATEN MUSB E3ANYUASIN 
J|. Kol. Wahid Udin LK. VII Serasan Jaya Seka/u 

Telp. 0714 321119

■i. W©.

2. YGL PENERIAAAAN :
3. TGL SSiSSAB (Perkiran): [ | | /

;

i i m ! m i
4. JINIS ©HAVANAN

□ 2. P4utasi O/S[] 1. Pendafcarsn Data Baru 

□ 4. Pembatalan SPPT/SICP [] 5. Salfnan SPPT
□ 3. Pembetulan SPPT/SKP/ST
[J 6. Keberatan Pemmjuk WP 

[J 9. Retitysi & KompensasiD 8. Pengurangan atas[j 7. Keberatan atas pa|ak
terhutang

□ 19. Pengurangan Penda 

Administrasl 
0 13. Pemberian Informasi PBB

besarnya pajak terhutang n 17. Penundaan tangga! 
□ 11. Penentuan Kembali fatiah tempo SrOif

tanggai jatuh tempo

KECKT KELPR BLOK URUT #5c m? U LI □
Ultls..mmkm 'mm■ HHHH

6c NAMA WAJIB mm 

7. IETAK OBJiK PAJASC
;

:
I8. KETIRANGAN
!

wmm:-________________________ 11 |l|A"f,NMXXH IKK AS
ycv-.i

9. ^OKUMEN BiLAMPiRKAN Seri tanda (x) pada kotak yang tersedfa untuk setiap dokumen yang diserabkan ;
dan (xl untuk yang iidak. Setiap roretan harus dibubuhi paraf oleh kedua

L 1- Pengajuan Permohonan L 5. Fotocopy IMB 

L 2. Surzi Kuasa 

D 3c Fotocopy KTP WP 

□ 4. Fotocopy Sertifikat Tanah [j 8. Fotocopy SPPT/STTS

f] 9. Fotocopy SK Pengurangan
□ 6. Fotocopy Akta Jual-Be!i/Hiba [] 10. Fotocopy SK Keberatan
□ 7. Fotocopy SK Pensiun Lj 11. Fotocopy SKPP PBB 

□ 12. Fotocopy SPKP PBB

10. CATATAiM

Gunting disini

BPPRD KAB. MUBA 11. H©. PELAYAN:
12. TGL, PENERIMAAN :
13. YGL SILgSAB (Perkiraan); 1 1Z

M. PITUGAS PENERIMAAN BiRECAS

TANDA PEDAFTARAN 
PELAYANAN

I l/\ \ 1X1
Zt

1IS, URUSAN : ••V0«09?ae**««»«C*OB«0990»>9

i

mm
16. CATATAN ; iflfltoaao.

i



■

FR KT KEC KEL BLOK URUT #17. mp IS. JUMLAH
SP©P 4- OCPP

im m □ i □
--------,t.sj_m|1i..vN44aiM»„uxA.v---------- --------------------- -<- .V ' ■ ■ mmsimMFi

r<3aa»-.'_____ ______ ■ -v■

If. MO. SOW PERMOHONAN 
20. MO. B1R1TA ACARA PENELITBAN

" ;........:

21. PERMOHONAN DISE7UJUB □ l.YA □ 2. TIDAK

23. PEMGURANOAN 
ATAS DEMDA ADM

25. PINGURANGAN TSTAP □ l.YA □ 2. TIDAK

fl-fnriiffltrflrrfirnv'
PS?;-.. V. _

22. UMTUIK TAHUN 
PAJAJC 

24. iiSAR
PSN0URAM0AM

□ l.YA n 2.TSDAK

KETETAPAM (Rfp)
i:mi;i:uian ri:si i i usi/kumi'i-nsasi. - &.r , If"

’' ■

27. UNTUK/DARI M i
TAHUN PAJAK

29. KOMP UNTUK MOP [T] □□ [

2S. iATAL SPMKP M®. YH

] □
30. JUMLAH RUPIAH [ i

I. IMiNl^illlTAN/PrMRATAIlprN SIJK'AT IA(iillAN PBB

31. TERBIT TAGIHAN LLLU 
TAHUN PAJA8C 

33. JiNIS
35. TEMPAT PEMBAYABAN

32. BATAi TAG I HAN
mnm pajak

34. JATUH TiMP©

i

□ 1. SPPT □ 2. SKP □ 3. SKP 7M7
36. K@D1 Wn

- M -- - - MM -•1
-

39. KEPALA SEKS3
PiMGOILAHAM DATA DAM 8MF©iMASi

:37. TANGOAL
38. KEPALA SEKSI TiKMSS/ 

KOORD5MATOR TEMPAT PSLAYANAN

izn/n

i

41. MiP. 4®. SS38P. ■
■

■

□ 1. SPPT/SKP/STP 

n 3. SK Pesagiiraragara
□ 5.SPMKPPBB

L] 2. SK Keberatan 
□ 4.SKKPPBE

42, DOKUMSN DfiSERAHKAN

43. TANGGAL ZJZL
44, WAJli FAMIC/KUA1A

( )

I



Kepada :
Yth. Kepada BPPRD Kab. Muba

Cq, Kepala Bidang PBB dan BPHT8

Womor
Lampiran
Perihal

di-
Sekayu

Saya yang be*tanda tangan dlbawah ini:

- Mama
- Pekerjaan
- Alamat

- No. Telepon

Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak*) atas tanah / bangunan : 
. NOP : ............ ............... .
- Terletak dUafan ; ...................... ...... ..
- Lrg/Gg/Nomor : ........................................... .
- RT/RW/Desa : ............................ .
- Kecamatan :    c.eBC6i0BC=
- Kabupaten/Kota ;
~ Atas Nama WP ; ............................     t
- Nomor telepon WP ; ................................

Dengan ins mengarjukan **):

Penertiban SPPT PBB tahun ,3/U alas tanah / bangunan tsb di atas sesuai 
dengan SPOP yang telah 'diisi dengan benar, jeias dan iengkap serta ditandatangani yang belum 
dikenakan PBB dengan penjelasan seperti tersebut di bawah ini:

r ] Permohonan perubalian nama Wajib Pajak (mucssi subjek pajak) pada SPPT PBB tahun No dart
......... .............. menjadi......dengan
seperti tersebut dibawah ini:

penjelasan

] Permohonan pembetuhr. GPPT PBB tahiir. 
kesalahan seperti tersebut dibawah ini:

No Karena adanya

] Permohonan pembetulan SPPT PBB tahun 
kesalahan seperti tersebut dibawah ini:

No karena adanya

Keberafcan terhadap besamya pajak yang tertiutang dalam SPPT PBB tahun 
No...............
pads tanggal

sd^esar Rp ........................................ — ( Photo copy terlampir) yang diterima
dengan alasan dan bukti pendukung seperti tersebut dibawah ini.Bi:

j Permohonan Restitusi/Kompensasi PBB/BPHTB tahun



Alasan dan penjelasan mengenai permohonan tersebut:

Sebagai pendukung alasan / keterangan tersebut di atas bersama ini saya iampirkan ***)

! 1 Surat kuasa bermateral;

1 | Photo copy KTP;

| 1 Photo copy surat tanah (sertifikat dsb);

j___ Photo copy Surat bangunan (IMB);

I I Photo copy akta jual - beli / hibah;

ASii / PhOtO Copy SPPT taiUifi.........I

S.dAs!i / Photo copy SITS tahun

Surat Keterangan Lurah/Camat;

Photo copy surat perjanjian / kontrak;

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);

Asli/Photo copy SK Pengurangan/Keberatan/Pembetulan/Pambatalan

□
Demikian, atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kaslh.

Pemohon
(Wajib Pajak / Kuasa Wajlb Pajak *)

*) Corel yang tidak perlu
**) Pi!ih saiah satu dan beri tanda Xpada kotak yang sesuai 
***) Beri tanda pada kotak untuk dokumen yang dilampirkan



: Permohortan Salloa»« j fvlutasi / rernbeufllan PBS 
Tahun Pajak............

Perihai

Yth, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Jaisn Koionel Wahid Udin Lk. I Kel. Serasan Jax/s Kota Sekayu 
Kabupacsu sviusi Sanyuasifj 
di Sekayu.

Yang bertanda fcangan dibawah ini:
Mama :
Aiamat :
Sebagai wajtb Pajak / Kuasa PB3 Objek Pajak yang terietak di:

Mama 
Aiamat 
Jaian 
Kelurahan 
Kecamatan 
Kabupaten
Dengan ini mengajukan Saiinan / Mutasi / Pembetuian^ atas Surat Pemberltahuan Pajak. 
Tsrutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan NomorObjek Pajak: 1B.0B........... ............................

Musi Sanyuasfn

Bersama surat ini dilampirkan puis :
1. Fotokopi KTP/SJM/PASPORT/KK/idantitas iainnya dari Wajib Pajak dan stau Kuass^
2. rotokopi SPPT -tahun bsrjzian Objek Pajak yang diajukan permahonan.

Fotokopi Sertifikat Tanah dan Surat Ukur dan stau Bukti - by«d:i oendukung iainnya 
sehubungan dengan aiasan pengajuan tersebut

4. Fotol<opi iMB (jzin Mendirikan Bangunan),
5. SPOP dan LSPOP yang sudah diisi dengan benar dan ditsnda tangani.
5. Fotokopi Rekenfng Listrik, Teiepon dan Air.

3.

7.

Demikian surat permohonsn ini ssya bust atas penyelesaiannya diucapkan terima kasih.

Sekayu,

Pemohon,

Catatan:
r>iSo. 1 s/d 2 untuk P(?lay»n»n Sslinan 
No, 1 s/d 5 uniuk Pelayanan Pembetukan 
Ng. 1 s/d 6 untuk Pelayanan Mutasi

r* r-n-o+ +J/^"aU t-iArii •wrsno



PSMCRIMTAH KflBUPATEfJ MUSt 8ANYUASJN 
BA0A?v5 PEPIGELOIA PAjAK DAW RETR58USI DA5RAH

AJ*>«ocvWi-4yiini V. Re
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Surat ^smberitshaan PajaK Tsrwtang SJektfosiik iE-’SPPT? 
Pajsk Bumi dsn Bengunan Pedesaan dan Perkotssn (PBB-P2) T.ihun 2Q24
Piorr'c'- Ob;*k Pa-alt (f«0e)

Suhjek PajakObjak. Psjak
03^6 JV?A'e-s: O3

C-sm r Kt’ 
SiC3"-i*3“
•C;i

KEIASOBJCK PAJAK IUAS Jm1) ?ijQP / m’ (Rp! TOTAL NJOP (Rp)

1By?*i

B«.3JNA?i j

'.'O? t\:'£!}JS'. OC'CK PajSVJ (Bp)

♦;;0=Tvt? (K(03Twl»*-. x-na PcrsV? (Rjfl

f-.-O? Uaajk. Perg^rungsn P3B (Pel

Presercase ws? (%}

hjKP SCS355' Siisr pfinghitvnjan psg (Rp)

Tsr-f

H^xHZs&a F5S-P2 mat

K£r4^sflan.^»n5yrongaRfp€intjetesan{Rp) 
PE3-P2 yang hams dlfcayar (Rp)
FB5-F2 /ing leish dfcayar (Rp!

PSS i'sng mash hams dibsyor JRp).

'

TpnjgiiptuP Tempo 
Ifirtmat Pemhaysran Sftkeyii.

—{3*~ Sts!:". r,-.;o - d^r, ud««t
.<5b'jpaten Mu:i Banyoadn

:

.-V-^
5; . @BAMKMS

poa u»o»4EB*a

E-SPFT P38-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKT! KEPEM1UKAH 
20240624202408090130110030144
! Paso! S ay at (1) Umtong - Undang Momw 1! Teh-jn 2053 ter; rang !TE vanes mmyota^fin '(nfcrmasi 

*eri£rcn-S! dar/otou tfshumen dartfstsu nesii cecafcnya meropakon aiat DuMi tu*«m yang sah .
2. OoVurren mi rsiah dterio ranganr secara eJektranik.
* *2 -?;n pc.T.t&yatfi.s. sPaSAu, ..rr-.a^e-. Apli«i c-Sfr, neiaiUi asaoBt

hitpir.-.'escct.inubalcab.Qo.sd/
4 .-eritdyarafi meiwa;i OaUs jatuti temca AkesaLan denda 1% cerfciiar. makssns) 2a bulan.



]ni
r
- ‘

£ i■si
:

! i11 t
£
-■

r,|s t
*I I

• £ I :

1I 81 •
I *

1 i:15s
I 113

£

B
*LaiL-

I
I I.

IS 1
ilS «§umi

I —#

i

& It B 3r yPt i |i 
s - : :,:

c-

I51 ?■
3 <

II. IIP: 

S a f 1 

"111 
lit

r~

111 5
|g'«I :v II

Pi
•u ; £a. ; : s - 

II :|SIIS-iI i 5
; ’X i m

: ■ &

.* I‘P| illi;
j o § S#
il 2

S -

-PI".
p;.-

«:
P■5 ?;

; II
I

—#
c.
o ■.* 
2

•-{

i
____ M £li! ill I L
• ^ :p £■P£! X 

■£
| $ 1 iipi i

III
i: £ .
^ is * -o^ ^ ;


